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FORMULIR TAMBAHAN PEMBUKAAN REKENING NASABAH PERORANGAN INCE B\

Bersama ini saya sampaikan :
Nama H
No. Rel

[Dilsi oleh Petugas Bank)

No. CIF
il oleh Petugas Bank)

I. PERNYATAAN NASABAH

1. Sesuai kebutuhan yang berlaku®) bahwa setiap Calon wajib ¥ Nomer Pokok Waiib Pajak (NPWP) sebagai
salah satu persy 1g di Bank, maka dengan ini Saya menyatakan sebagai berikut :

Saya adalah Wajib Pajak yang leh penghasil. lebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) namun hingg saat ini
belum dapat menyerahkan NPWP kepada Bank
D Saya tidak diwajibkan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan alasan (pilih salah satu) :
| []  memilixi penghasilan yang tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
]  Tidak bekerja/Tidak memiliki Penghasilan
I winoya :
Apabila dikemudian hari saya memilki NPWP atau telah memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, maka saya akan menyerahkan NPWP tersebut kepada BN,

2. Dalam rangka hi b P Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang
Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin 5i (LPS). Saya kan setuju dan bersedia menerima risiko
bahwa klaim penjamin atas simpanan tidak akan dibayar apabila simpanan yang Kami tempatkan di BNI tidak memenuhi ketentuan

Imp atau di kan sebagal klaim Penjaminan tidak layak dibayar seb yang telah di kan oleh LPS.

1. INFORMASI DATA PEMBERI DANA
(diisi apabila data pekerjaan nasabah adalah Petajar/Mahastswa atau lbu Rumah Tangga atau Tidak Bekedja)

Hubungan dengan Pemberi Dana
Nama Pemberi Dana

Pekerjaan

Jabatan (Jika ada)

Alamat

Nomar Telepon .
NPWP pemberi dana (pilih salah satu) :D Ada, Nomor

[ idak ada

IIl. VERIFIKASI US INDICIA
APAKAH ANDA (pilih salah sstu) Ya Tidak
1. Lahir di Amerika Serikat D
2. Berkewarganegaraan Amerika Serikat D D
3. Memiliki Green Card dari Amerika Serikat D D

Informasi yang saya sampaikan adalah benar dan saya bersedia memberikan Informasi kepada BNI apabila di kemudian hari terdapat
perubahan atas data Isian saya tersebut di atas. Jika terdapat perubahan data yang tidak saya sampaikan kepada BNI, maka saya membebaskan
BNI dari segala tuntutan gugatan dan/atau klalm dari plhak manapun serta dari segala kerugian dan risiko yang mungkin timbul dikemudian
hari, termasuk apabila saya tidak menyerahkan dokumen NPWP kepada BNI dan dalam hal pemberi dana telah memenuhi persyaratan
sebagal wajib pajak dan/atau telah memiliki NPWP maka akan segera menyerahkan NPWP tersebut kepada BNI.

Pemberi Pernyataan

s Tanda Terima Nasabah**)

*) Dl apabila nasabah belum memiki/belum dapat menyershian NPWP (kecuall produk BN Taphus Ansk &
BNI Taplus Muda usia nasabah £ 17 tha).

**] Tanda verima yang telah diparal nasa yang tdak memilkl/oelum meryerahkan NFWP agar dicopy dan
disampaikan ke nasabah sebagai arsip.
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